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Penelitian dalam Tesisini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab
Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris
secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui
dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang memakal dasar Surat
Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berpendekatan
yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang
dipaka dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode
analisis kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum melekat pada
Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam
membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat hukum Surat K eterangan Waris yang cacat hukum
menyebabkan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Surat tersebut tidak dapat melakukan tindakan
kepemilikan dan tindakan kepengurusan terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya Surat
Keterangan Waris tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar proses pewarisan kembali seperti awal
Pewaris meninggal. Kedua, dampak hukum terhadap akta-akta yang dibuat dengan dasar Surat Keterangan
Waris tersebut menyebabkan tidak terjadinya perikatan diantara para pihak dalam akta dan akta-akta
tersebut batal demi hukum karenaterdapat kausa yang terlarang.

...... The research in thisthesisis objectively aims to analyse about Notary Responsibility in drafting Deed of
Inheritance which is legally flawed because does not listing the heir completely and legal consequences of
the Deed of Inheritance itself. The next objectiveisto find out the legal impact on Notary Deeds related to
Inheritance that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance.

Thisresearchisjuridical normative legal research with descriptive explanatory tipology that conducted by
literature study, which mean the data used in this research is from secondary data. The secondary data can
be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Analytic method
in thisthesisis using quality analysis method, with result of this research indicated in descriptive
explanatory. Based on the results of the research, obtained two conclusions.

First, legal responsibility of Notary is always adhered on The Notary itself related to its drafted deeds.

If Notary has followed procedures before drafting Deed of Inheritance, yet alegal flaw isissued in


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20516358&lokasi=lokal

future, then Notary is not legally responsibleto it.

Legal cosequences on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the unlisted heir cannot be able to
commencing management act and ownership act to the inheritance, therefore that legally flawed Deed of
Inheritance must be avowed null and void, so the inheriting process start from beginning. Second, the legal
impact on Notary Deeds that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the
agreement between the parties canceled and those deeds must be considered null and void because
consisting forbidden clause inside.



